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RANCANGAN 

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG 

KESELAMATAN OPERASI REAKTOR NONDAYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan pemanfaatan 

tenaga nuklir dalam berbagai bidang sehingga 

pemanfaatan dan pengembangannya bagi pembangunan 

nasional yang berkesinambungan dan berwawasan 

lingkungan perlu ditingkatkan, diatur dan diawasi oleh 

Pemerintah;   

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir, perlu diatur 

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengenai 

keselamatan operasi reaktor nondaya; 

c. bahwa ketentuan teknis dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Ketentuan Keselamatan Operasi Reaktor Nondaya sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum 

dan standar internasional sehingga perlu diganti dan 

diatur kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu 
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menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

tentang Keselamatan Operasi Reaktor Nondaya; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3676); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5313); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5496); 

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 

103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323); 

5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 

01. Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga 

Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 

Tentang Organisasi Ddan Tata Kerja Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 26); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG 

KESELAMATAN OPERASI REAKTOR NONDAYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Reaktor Nondaya adalah reaktor nuklir yang 

memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan 

nuklir. 

2. Perangkat Kritis adalah perangkat yang memuat bahan 

fisil yang digunakan untuk melangsungkan reaksi fisi 

berantai yang terkendali pada daya rendah dan 

digunakan untuk investigasi/ atau penelitian terhadap 

geometri dan komposisi teras.  

3. Struktur, Sistem, dan Komponen yang penting untuk 

keselamatan yang selanjutnya disebut SSK adalah 

struktur, sistem, dan komponen yang menjadi bagian 

dari suatu sistem keselamatan dan/atau struktur, 

sistem, dan komponen yang apabila gagal atau terjadi 

malfungsi menyebabkan terjadinya paparan radiasi 

terhadap pekerja tapak atau anggota masyarakat. 

4. Batasan dan Kondisi Operasi yang selanjutnya disingkat 

BKO adalah seperangkat ketentuan operasi untuk 

menetapkan batas parameter, kemampuan fungsi, dan 

tingkat kinerja peralatan dan personel, yang telah 

disetujui oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

untuk pengoperasian instalasi nuklir dengan selamat.  

5. Perawatan adalah kegiatan pencegahan atau perbaikan 

yang terorganisasi, baik administratif maupun teknis, 

untuk mempertahankan SSK agar selalu dapat 

beroperasi dengan baik. 

6. Penuaan adalah proses perubahan karakteristik SSK 

sebagai fungsi waktu dan/atau akibat pemanfaatan pada 

kondisi operasi yang menyebabkan degradasi material. 
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7. Manajemen Penuaan adalah kegiatan rekayasa, operasi 

dan Perawatan untuk mengendalikan agar pengaruh 

Penuaan pada SSK kritis masih dalam batas yang dapat 

diterima. 

8. Modifikasi adalah setiap upaya yang mengubah SSK, 

termasuk pengurangan dan/atau penambahan. 

9. Utilisasi adalah penggunaan instalasi nuklir, penggunaan 

eksperimen atau penggunaan peralatan eksperimen 

selama operasi instalasi nuklir. 

10. Penanganan Bahan Bakar Nuklir adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan pemindahan, penempatan, serta 

pengendalian bahan bakar nuklir segar dan bahan bakar 

nuklir teriradiasi termasuk komponen teras teriradiasi. 

11. Uji Fungsi dan Kinerja adalah pemeriksaan terhadap 

kinerja SSK secara individual untuk mengetahui 

kesiapan fungsi SSK secara parsial setelah SSK 

mengalami Pperawatan , penggantian atau Modifikasi.  

12. Laporan Analisis Keselamatan yang selanjutnya disingkat 

LAK adalah dokumen keselamatan yang berisi informasi 

tentang instalasi nuklir, desain, analisis keselamatan dan 

ketentuan untuk mengurangi risiko terhadap 

masyarakat, personel operasi dan lingkungan hidup. 

13. Kondisi Operasi adalah proses operasi instalasi nuklir 

yang mencakup operasi normal dan kejadian operasi 

terantisipasi. 

14. Operasi Normal adalah proses operasi instalasi nuklir 

dalam kondisi batas untuk operasi yang dinyatakan pada 

batasan dan kondisi operasi. 

15. Kejadian Operasi Terantisipasi adalah proses operasi 

yang menyimpang dari operasi normal yang diperkirakan 

terjadi paling sedikit satu kali selama umur operasi 

instalasi nuklir dari pertimbangan desain tidak 

menyebabkan kerusakan berarti pada peralatan yang 

penting untuk keselamatan atau mengarah pada kondisi 

kecelakaan.  

16. Kecelakaan Dasar Desain adalah kecelakaan yang telah 

diantisipasi dalam desain instalasi nuklir. 
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17. Kecelakaan yang Melampaui Dasar Desain adalah 

kecelakaan yang lebih parah dari kecelakaan dasar 

desain dan mengakibatkan lepasan radioaktif ke 

lingkungan hidup. 

18. Manajer Reaktor adalah personel reaktor yang 

bertanggung jawab langsung terhadap pengoperasian 

Reaktor Nondaya.  

19. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang selanjutnya 

disebut Petugas IBN adalah petugas yang bekerja di 

instalasi nuklir, yang berkualifikasi sebagai operator, 

supervisor, teknisi Perawatan, supervisor Perawatan, 

pengurus inventori bahan nuklir, pengawas inventori 

bahan nuklir, atau petugas proteksi radiasi instalasi 

nuklir.  

20. Pemegang Izin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, 

badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha 

yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin 

Pembangunan, izin Pengoperasian, izin Dekomisioning 

Instalasi Nuklir, dan/atau izin pemanfaatan Bahan 

Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.  

21. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.  

22. Sistem Manajemen adalah sekumpulan unsur-unsur 

yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan 

kebijakan dan sasaran, serta memungkinkan sasaran 

tersebut tercapai secara efisien dan efektif, dengan 

memadukan semua unsur organisasi yang meliputi 

struktur, sumber daya, dan proses. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan 

ketentuan keselamatan bagi Pemegang Izin dalam 

melaksanakan kegiatan operasi Reaktor Nondaya.  

(2) Keselamatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditujukan untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan 

lingkungan hidup. 
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(3) Keselamatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan melalui upaya pertahanan yang efektif 

terhadap timbulnya bahaya radiasi di Reaktor Nondaya. 

(4) Peraturan Badan ini berlaku untuk semua jenis Reaktor 

Nondaya, termasuk Perangkat Kritis. 

 

Pasal 3 

Ketentuan keselamatan operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 meliputi: 

a. organisasi pengoperasi; 

b. pelaksanaan operasi; dan 

c. dokumentasi pelaksanaan operasi. 

 

Pasal 4 

(1) Pemegang Izin memiliki tanggung jawab utama terhadap 

keselamatan Reaktor Nondaya. 

(2) Tanggung jawab Pemegang Izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dapat didelegasikan. 

 

BAB II 

ORGANISASI PENGOPERASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

(1) Pemegang Izin operasi wajib menetapkan organisasi 

pengoperasi secara tertulis. 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas unsur: 

a. Pemegang Izin; 

b. Manajer Reaktor; dan 

c. Petugas IBN. 

(3) Setiap unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus melaksanakan kegiatan operasi Reaktor 

Nondaya sesuai dengan tanggung jawab, tugas, fungsi, 

kewenangan dan kewajiban yang ditetapkan. 
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(4) Pemegang Izin harus menetapkan dan memastikan 

kompetensi Petugas IBN yang terlibat dalam 

pengoperasian Reaktor Nondaya yang dibuktikan dengan 

izin bekerja atau sertifikasi. 

 

Bagian Kedua 

Pemegang Izin 

 

Pasal 6 

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a mempunyai kewenangan untuk: 

a. mengendalikan kegiatan operasi Reaktor Nondaya dengan 

selamat; 

b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keselamatan;  

c. menetapkan dokumen keselamatan operasi; 

d. menetapkan jadwal operasi, mencakup jadwal Perawatan 

dan pengisian ulang bahan bakar nuklir selama 1 (satu) 

tahun; dan 

e. mengendalikan bahan bakar nuklir yang digunakan dan 

bahan bakar nuklir bekas selama pengoperasian Reaktor 

Nondaya. 

 

Pasal 7 

Pemegang Izin mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban 

untuk: 

a. mengembangkan dan berkomitmen terhadap 

pelaksanaan budaya keselamatan;  

b. melaksanakan dan mengembangkan sistem manajemen 

secara berkesinambungan;  

c. melakukan evaluasi terhadap organisasi operasi 

termasuk struktur, pembagian tugas, kewenangan dan 

tanggung jawab serta jalur komunikasi;  

d. memastikan budaya keselamatan telah dibina dalam 

organisasi;  

e. melaksanakan pemantauan tapak; 

f. melaksanakan manajemen teras; 

g. melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif;  
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h. melakukan kajian dan tindak lanjut atau tindakan 

perbaikan apabila terdapat Kejadian Operasi 

Terantisipasi; 

i. menyampaikan informasi tentang kejadian, hasil kajian 

dan tindak lanjut terhadap kejadian Operasi Terantisipasi 

kepada Kepala Badan;. 

j. mengevaluasi pengalaman operasi Reaktor Nondaya 

dalam rangka melakukan peningkatan; dan 

k. melaporkan hasil kegiatan Perawatan SSK kepada Kepala 

Badan. 

 

Bagian Ketiga 

Manajer Reaktor 

 

Pasal 8 

Manajer Reaktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) huruf b bertanggung jawab terhadap:  

a. penetapan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi 

personel yang terlibat dalam operasi dan Perawatan, serta 

Utilisasi dan Modifikasi reaktor; 

b. penetapan ketersediaan petugas IBN yang memadai 

untuk menangani semua kondisi operasi; dan 

c. penetapan program pelatihan dan pelatihan penyegaran 

bagi Petugas IBN. 

 

Pasal 9 

Manajer Reaktor mempunyai tugas dan fungsi: 

a. menyusun dan melaksanakan prosedur operasi sesuai 

dengan sistem manajemen; 

b. melaksanakan penilaian keselamatan operasi Reaktor 

Nondaya termasuk kegiatan eksperimen; 

c. melaksanakan pengambilan tindakan perbaikan yang 

tepat terhadap semua ketidaksesuaian yang 

teridentifikasi; 

d. memastikan ketersediaan perlengkapan untuk Perawatan 

komponen dan suku cadang sesuai dengan spesifikasi 

dan sistem manajemen; 
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e. mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan 

manajemen teras dan penanganan bahan bakar nuklir 

serta bahan fisil nuklir lainnya; dan 

f. mengembangkan prosedur yang terkait perubahan dalam 

peralatan atau dan pencegahan terulangnya kegagalan 

peralatan atau kesalahan oleh operator atau supervisor 

Reaktor Nondaya. 

  

Bagian Keempat 

Petugas IBN 

 

Pasal 10 

Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf c paling sedikit terdiri atas: 

a. 1 (satu) supervisor reaktor nondaya; 

b. 1 (satu) operator reaktor nondaya; 

c. 1 (satu) supervisor Pperawatan reaktor nondaya; 

d. 1 (satu) teknisi Pperawatan reaktor nondaya; 

e. 1 (satu) pengawas inventori bahan nuklir; 

f. 1 (satu) pengurus inventori bahan nuklir; dan 

g. 1 (satu) petugas proteksi radiasi. 

 

Pasal 11 

Supervisor Reaktor Nondaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf a mempunyai tugas dan fungsi untuk 

melaksanakan:  

a. pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh 

operator Reaktor Nondaya; 

b. pemeriksaan kelengkapan sarana operasi sesuai 

prosedur; 

c. pengawasan terhadap pelaksanaan operasi Reaktor 

Nondaya untuk semua moda operasi, termasuk 

pengawasan operasi dari semua sistem bantu; 

d. pengawasan pekerjaan yang melibatkan radiasi dan 

kontaminasi yang terkait dengan operasi Reaktor 

Nondaya, bekerja sama dengan petugas proteksi radiasi; 

www.peraturan.go.id



2019, No. 1178 -10- 

e. pengawasan terhadap pelaksanaan eksperimen, dan 

terhadap pemasangan dan pembongkaran peralatan 

eksperimen;  

f. pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen 

teras dan Penanganan Bahan Bakar Nuklir serta bahan 

fisil lainnya;  

g. pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap 

Kejadian Operasi Terantisipasi, Kondisi Kecelakaan Dasar 

Desain, dan Kecelakaan yang Melampaui Dasar Desain; 

dan 

h. pelaporan Kejadian Operasi Terantisipasi dan kecelakaan 

kepada Manajer Reaktor.  

 

Pasal 12 

Operator Reaktor Nondaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf b mempunyai tugas dan fungsi untuk 

melaksanakan: 

a. kegiatan operasi Reaktor Nondaya sesuai dengan 

prosedur, termasuk operasi semua sistem bantu; 

b. pengamatan parameter operasi dan pengisian rekaman 

operasi; 

c. kegiatan eksperimen termasuk pemasangan dan 

pembongkaran peralatan eksperimen;  

d. kegiatan yang berkaitan dengan manajemen teras dan 

Penanganan Bahan Bakar Nuklir serta bahan nuklir 

lainnya;  

e. tindakan sebagai keputusan dari supervisor Reaktor 

Nondaya terhadap Kejadian Operasi Terantisipasi, 

kondisi Kecelakaan Dasar Desain dan Kecelakaan Yang 

Melampaui Dasar Desain; dan 

f. tugas lain yang berkaitan dengan operasi.  

 

Pasal 13 

Supervisor Perawatan Reaktor Nondaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas dan 

fungsi untuk melaksanakan: 
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a. pengawasan kegiatan Perawatan yang ditetapkan oleh 

Manajer Reaktor;  

b. pengawasan pekerjaan Perawatan untuk memastikan 

prosedur ditaati;  

c. penilaian hasil Perawatan dan evaluasi setiap 

kekurangan terhadap target kinerja dan kondisi yang 

ditetapkan;  

d. pelaporan kepada Manajer Reaktor tentang 

ketidaksesuaian, selama Perawatan yang memerlukan 

penyelidikan lebih lanjut;  

e. pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh 

teknisi Perawatan; dan  

f. koordinasi kegiatan dengan kelompok operasi, kelompok 

keselamatan, dan kelompok jaminan mutu. 

 

Pasal 14 

Teknisi Perawatan Reaktor Nondaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas dan fungsi untuk 

melaksanakan: 

a. pelaksanaan Perawatan sesuai dengan prosedur;  

b. pengisian rekaman Perawatan; dan  

c. tugas lain yang diberikan supervisor Perawatan. 

  

Pasal 15 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab, 

kewenangan, tugas dan fungsi pengurus dan pengawas 

inventori bahan nuklir, dan petugas proteksi radiasi diatur 

dengan Peraturan Badan.  

 

Bagian Kelima 

Panitia Penilai Keselamatan 

 

Pasal 16 

(1) Untuk memastikan keselamatan Reaktor Nondaya 

tercapai, Pemegang Izin harus membentuk panitia penilai 

keselamatan yang independen untuk kegiatan operasi.  

www.peraturan.go.id



2019, No. 1178 -12- 

(2) Panitia penilai keselamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki susunan sebagai berikut: 

a. ketua; dan 

b. anggota. 

(3) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 

berkaitan dengan operasi Reaktor Nondaya. 

(4) Ketua dan anggota dari dalam organisasi Pemegang Izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berasal 

dari unit kerja yang terkait langsung dengan operasi 

Reaktor Nondaya. 

(5) Unit kerja yang terkait langsung dengan operasi Reaktor 

Nondaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 

tugas dan fungsi: 

a. melaksanakan operasi Reaktor Nondaya;  

b. melaksanakan Perawatan Reaktor Nondaya; dan 

c. melaksanakan atau terlibat dalam Modifikasi atau 

Utilisasi Reaktor Nondaya. 

(6) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat berasal dari dalam dan/atau luar organisasi 

Pemegang Izin. 

(7) Fungsi, kewenangan, susunan dan tata kerja panitia 

penilai keselamatan harus dinyatakan secara tertulis dan 

didokumentasikan serta disampaikan kepada Kepala 

Badan. 

 

Pasal 17 

Panitia penilai keselamatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 bertugas melakukan penilaian dan memberikan 

rekomendasi paling sedikit mengenai: 

a. operasi dan pemantauan radiasi personel, daerah kerja, 

dan lingkungan hidup; 

b. Modifikasi SSK; 

c. perubahan BKO; 

d. pelanggaran terhadap BKO, kondisi izin, dan prosedur 

yang memengaruhi keselamatan; 
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e. prosedur dan perubahan prosedur yang mempengaruhi 

keselamatan; 

f. Kejadian Operasi Terantisipasi, Kecelakaan Dasar Desain, 

dan Kecelakaan yang Melampaui Dasar Desain;  

g. pengujian dan perubahan pengujian terhadap SSK; 

h. eksperimen dan perubahan eksperimen;  

i. penilaian keselamatan berkala terhadap kinerja operasi 

dan keselamatan Reaktor Nondaya; 

j. dokumen terkait keselamatan dan perubahannya; 

k. laporan yang akan disampaikan ke Kepala Badan; dan 

l. laporan hasil inspeksi Badan. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN OPERASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 18 

(1) Dalam pelaksanaan operasi Reaktor Nondaya, Pemegang 

Izin wajib menetapkan: 

a. BKO; 

b. jadwal operasi; 

c. Perawatan; dan 

d. Manajemen Penuaan. 

(2) Penetapan BKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan analisis keselamatan yang 

tercantum dalam LAK. 

 

Pasal 19 

(1) Pemegang Izin harus melaksanakan verifikasi dan 

penilaian keselamatan secara menyeluruh selama 

kegiatan operasi. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi dan penilaian keselamatan 

diperoleh ketidaksesuaian, Pemegang Izin wajib 

melakukan tindakan perbaikan terhadap keselamatan 

operasi Reaktor Nondaya. 
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(3) Pemegang Izin harus memutakhirkan dokumen 

keselamatan sesuai dengan tindakan perbaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 20 

(1) Selama pelaksanaan operasi Reaktor Nondaya, Pemegang 

Izin dapat melaksanakan Utilisasi atau Modifikasi. 

(2) Untuk melaksanakan Utilisasi atau Modifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin 

harus melaksanakan analisis keselamatan. 

(3) Hasil analisis keselamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) didokumentasikan dalam program Utilisasi atau 

program Modifikasi. 

(4) Program Utilisasi atau program Modifikasi harus 

disampaikan kepada panitia penilai keselamatan untuk 

dinilai dan diberikan rekomendasi.  

(5) Program Utilisasi atau Modifikasi harus disampaikan 

kepada Kepala Badan sebagai salah satu persyaratan 

persetujuan Utilisasi atau Modifikasi. 

 

Pasal 21 

(1) Dalam hal Reaktor Nondaya tidak dioperasikan selama 

lebih dari 2 (dua) tahun dan masih berada dalam jangka 

waktu izin operasi, Pemegang Izin dapat menetapkan 

kondisi shutdown panjang. 

(2) Pemegang izin harus menyampaikan tujuan pelaksanaan 

shutdown panjang kepada Kepala Badan. 

(3) Kondisi shutdown panjang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Kepala 

Badan. 

(4) Selama masa shutdown panjang, Pemegang Izin harus 

menjamin keselamatan Reaktor Nondaya. 

 

Pasal 22 

Dalam hal Reaktor Nondaya berada dalam kondisi shutdown 

panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemegang 

Izin harus: 
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a. mengeluarkan bahan bakar nuklir dari teras untuk 

mempertahankan Reaktor Nondaya pada kondisi 

subkritis dalam keadaan semua batang kendali 

sepenuhnya ditarik dari teras;  

b. mengubah BKO ke moda operasi shutdown; 

c. memindahkan komponen ke penyimpanan terlindungi;  

d. mengambil tindakan untuk mencegah percepatan korosi 

dan Penuaan; 

e. mempertahankan tersedianya staf yang memadai untuk 

melakukan Perawatan, pengujian berkala dan inspeksi; 

dan 

f. tetap melakukan Perawatan untuk mempertahankan 

kondisi Reaktor Nondaya sebelum dioperasikan kembali. 

  

Pasal 23 

(1) Dalam hal Reaktor Nondaya berada dalam kondisi 

shutdown panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 akan dioperasikan kembali, Pemegang Izin 

bertanggung jawab menetapkan: 

a. prosedur Uji Fungsi dan Kinerja untuk SSK; 

b. peralatan eksperimen yang terkait keselamatan; dan 

c. SSK baru yang belum teruji dan/atau tersertifikasi. 

d. Dalam pelaksanaan prosedur Uji Fungsi dan Kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin 

dapat membentuk kelompok yang melakukan uji 

fungsi. 

 

Pasal 24 

(1) Pemegang Izin harus menyampaikan permohonan kepada 

kepala Badan untuk melakukan uji fungsi dengan 

melampirkan persyaratan meliputi: 

a. prosedur Uji Fungsi Ddan Kinerja untuk sskSSK; 

dan 

b. spesifikasi SSK baru yang belum teruji dan/atau 

tersertifikasi. 
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(2) Kepala Badan memberikan persetujuan untuk 

pelaksanan uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) 

 

Pasal 25 

(1) Prosedur Uji Fungsi dan Kinerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. penanggung jawab dan pelaksana; 

b. tujuan pengujian dan hasil yang diharapkan; 

c. jenis pengujian; 

d. jadwal pengujian termasuk titik tunda (hold points);  

e. metode dan pelaksanaan pengujian; 

f. kriteria penerimaan pengujian; 

g. penanganan ketidaksesuaian; dan 

h. ketentuan keselamatan yang dipersyaratkan selama 

pengujian. 

(2) Prosedur Uji Fungsi dan Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus disampaikan kepada panitia penilai 

keselamatan untuk dinilai dan disetujui.  

(3) Prosedur Uji Fungsi dan Kinerja yang sudah disetujui 

oleh panitia penilai keselamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Badan 

untuk disetujui sebelum dilaksanakan. 

 

Pasal 26 

Pemegang Izin dapat melibatkan perancang dan/atau 

pabrikan dalam penyiapan dan pelaksanaan prosedur Uji 

Fungsi dan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

 

Pasal 27 

Metode dan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e harus mengikuti ketentuan 

Sistem Manajemen. 
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Pasal 28 

(1) Pemegang Izin dalam melakukan Pelaksanaan prosedur 

Uji Fungsi dan Kinerja didasarkan pada tahapan yang 

ditetapkan. 

(2) Laporan hasil pelaksanaan setiap tahapan Uji Fungsi dan 

Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan kepada panitia penilai keselamatan untuk 

dinilai dan diberikan rekomendasi. 

 

Pasal 29 

(1) Laporan hasil pelaksanaan Uji Fungsi dan Kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus 

disampaikan kepada Kepala Badan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disiapkan secara rinci dan sesuai dengan Sistem 

Manajemen. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. rangkuman data yang dikumpulkan;  

b. analisis dan evaluasi hasil pengujian; dan  

c. identifikasi ketidaksesuaian dan tindakan 

perbaikan. 

 

Pasal 30 

(1) Pemegang Izin harus menerapkan Sistem Manajemen 

dalam melaksanakan kegiatan operasi Reaktor Nondaya. 

(2) Ketentuan mengenai Sistem Manajemen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.  

 

Bagian Kedua 

Batasan dan Kondisi Operasi 

 

Pasal 31 

BKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a 

memuat informasi mengenai:    

a. batasan keselamatan 

b. pengesetan sistem keselamatan; 

c. kondisi batas untuk operasi normal; 
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d. persyaratan surveilan; dan 

e. persyaratan administrasi.  

 

Pasal 32 

Pemegang Izin harus melaksanakan operasi Reaktor Nondaya 

sesuai dengan BKO yang telah ditetapkan. 

     

Bagian Ketiga 

Jadwal Operasi 

 

Pasal 33 

(1) Pemegang Izin harus menyusun jadwal operasi secara 

berkala setiap tahun sekali.  

(2) Jadwal operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan 

setiap awal tahun berjalan. 

 

Pasal 34 

Dalam hal terjadi perubahan jadwal operasi, Pemegang Izin 

harus menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan. 

 

Bagian Keempat 

Perawatan 

 

Pasal 35 

Pemegang Izin harus melaksanakan Perawatan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c terhadap seluruh 

SSK selama kegiatan operasi Reaktor Nondaya sesuai dengan 

program Perawatan yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 36 

(1) Pemegang Izin dapat menggunakan pihak penyedia jasa 

untuk melakukan Perawatan.  

(2) Pemegang Izin bertanggung jawab melakukan penyeliaan 

dan pengawasan Perawatan yang dilakukan pihak 

penyedia jasa untuk menjamin keselamatan operasi. 
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Pasal 37 

Pemegang Izin harus melakukan evaluasi terhadap program 

Perawatan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun. 

 

Bagian Kelima 

Manajemen Penuaan 

 

Pasal 38 

Pemegang Izin harus melakukan Manajemen Penuaan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf d 

terhadap SSK kritis selama masa operasi Reaktor Nondaya 

sesuai dengan program Manajemen Penuaan yang telah 

ditetapkan. 

 

Pasal 39 

Pemegang Izin harus melaksanakan evaluasi terhadap 

program Manajemen Penuaan secara berkala 1 (satu) kali 

dalam setahun. 

 

Pasal 40 

Ketentuan mengenai BKO, Perawatan, Utilisasi dan 

Modifikasi, dan Manajemen Penuaan diatur dengan Peraturan 

Badan tersendiri. 

 

BAB IIIV 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN OPERASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 41 

(1) Pemegang Izin operasi wajib melaksanakan dokumentasi 

pelaksanaan operasi. 

(2) Dokumentasi pelaksanaan operasi meliputi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. prosedur operasi; 

b. laporan operasi; dan 
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c. rekaman operasi. 

(3) Dokumentasi pelaksanaan operasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus disusun berdasarkan 

Sistem Manajemen yang ditetapkan. 

    

Pasal 42 

Pemegang Izin harus melakukan evaluasi terhadap dokumen 

pelaksanaan operasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 

setahun. 

 

Pasal 43 

Pemegang Izin harus memelihara dokumen pelaksanaan 

operasi selama masa operasi Reaktor Nondaya. 

 

Pasal 44 

Pemegang Izin harus memutakhirkan dokumen pelaksanaan 

operasi selama pelaksanaan operasi secara berkala setahun 

sekali dan tersedia selama dekomisioning. 

 

Bagian Kedua 

Prosedur Operasi 

 

Pasal 45 

(1) Pemegang Izin harus menetapkan prosedur operasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a 

pada semua Kondisi Operasi.  

(2) Prosedur operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus sesuai dengan BKO, dan menjamin pemenuhan 

Sistem Manajemen. 

(3) Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Operasi Normal; 

b. Kejadian Operasi Terantisipasi; dan 

c. Kecelakaan Dasar Desain dan Kecelakaan Yang 

Melampaui Dasar Desain. 
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Pasal 46 

Prosedur operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 

(1) meliputi prosedur: 

a. persiapan, penilaian, dan persetujuan sarana operasi dan 

Perawatan, termasuk Uji Fungsi dan Kinerja; 

b. pemuatan, pengeluaran dan/atau perpindahan:  

1. bahan bakar nuklir;  

2. reflektor;  

3. komponen teras lainnya; dan/atau  

4. peralatan eksperimen;  

dalam gedung Reaktor Nondaya; dan 

c. operasi pada semua Kondisi Operasi termasuk: 

1. pelaksanaan pelaksanaan iradiasi dan eksperimen 

utilisasi yang penting untuk keselamatan Reaktor 

Nondaya; dan 

2. reaktivitas teras; 

d. operasi sistem pendukung;  

e. Utilisasi; dan  

f. Modifikasi. 

    

Pasal 47 

Dalam penetapan prosedur operasi, Pemegang Izin dapat 

melibatkan perancang, pabrikan dan/atau petugas lain di 

instalasi, termasuk petugas proteksi radiasi.  

 

Pasal 48 

Prosedur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

harus ditinjau secara berkala berdasarkan pengalaman 

operasi. 

 

Bagian Ketiga 

Laporan Operasi 

 

Pasal 49 

(1) Pemegang Izin harus menyusun laporan operasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b.  
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(2) Laporan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. laporan operasi berkala; dan 

b. data waktu riil parameter keselamatan.  

(3) Laporan operasi berkala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a untuk Reaktor Nondaya dengan daya 

termal kurang dari atau sama dengan 2 (dua) MWt (mega 

watt termal) disusun untuk periode triwulan. 

(4) Laporan operasi berkala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a untuk Reaktor Nondaya dengan daya 

termal lebih dari 2 (dua) MWt (mega watt termal) disusun 

untuk setiap siklus penggantian bahan bakar nuklir. 

(5) Laporan operasi berkala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a harus disampaikan kepada Kepala Badan 

paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah 

akhir setiap triwulan atau setelah akhir setiap siklus 

penggantian bahan bakar nuklir. 

  

Pasal 50 

(1) Laporan operasi berkala sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ayat (2) huruf a memuat informasi antara lain: 

a. data operasi; 

b. data bahan bakar nuklir; 

c. data Perawatan SSK yang penting untuk 

Keselamatan; 

d. data pelaksanaan proteksi dan keselamatan radiasi; 

e. data limbah radioaktif; 

f. data kejadian operasi terantisipasi; dan 

g. data kejadian kecelakaan. 

(2) Laporan operasi berkala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Badan dengan 

mengisi formulir yang tersedia pada situs web BAPETEN 

secara on-line.  

(3) Jika formulir pada situs BAPETEN belum tersedia, 

laporan operasi berkala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik 
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melalui surat elektronik (email) dengan alamat 

di2bn@bapeten.go.id.  

(4) Dalam hal Pemegang Izin tidak terhubung dengan 

jaringan internet, laporan operasi berkala sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada 

Kepala Badan dalam bentuk data elektronik atau 

dokumen tertulis melalui kurir atau secara langsung.  

(5) Format dan isi laporan operasi berkala sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

(6) Dalam penyusunan laporan operasi berkala, Pemegang 

Izin dapat mengacu contoh laporan operasi berkala 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

 

Pasal 51 

(1) Data waktu riil parameter keselamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b memuat 

informasi paling sedikit meliputi: 

a. daya reaktor; 

b. posisi ketinggian setiap batang kendali; 

c. suhu masuk dan keluar sistem pendingin; 

d. laju alir sistem pendingin; dan 

e. paparan radiasi di permukaan kolam.; 

(2) Data waktu riil parameter keselamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada 

Kepala Badan melalui sistem informasi pada portal 

resmisitus web BAPETEN. 
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Bagian Keempat 

Rekaman Operasi 

 

Pasal 52 

(1) Pemegang Izin harus membuat rekaman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf c yang berkaitan dengan 

kegiatan operasi Reaktor Nondaya. 

(2) Rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

meliputi: 

a. rekaman pelaksanaan kegiatan operasi normal; 

b. gambar instalasi; 

c. rekaman penerimaan, pengiriman dan inventori 

bahan bakar nuklir; 

d. rekaman yang terkait dengan eksperimen Reaktor 

Nondaya; 

e. rekaman survei radiasi dan kontaminasi instalasi; 

f. rekaman terkait kegiatan panitia penilai 

keselamatan; 

g. rekaman status operasi terkini; 

h. rekaman Perawatan, persetujuan kerja, lembar data, 

dan pelaksanaan Perawatan; 

i. rekaman kegiatan Modifikasi dan Utilisasi; 

j. rekaman lokasi dan pemindahan sumber radioaktif; 

k. rekaman penyimpanan dan pemindahan limbah 

radioaktif, lepasan efluen ke lingkungan dan hasil 

pemantauan radioaktivitas lingkungan; 

l. rekaman pemeriksaan kesehatan personil; 

m. hasil audit dan penilaian Sistem Manajemen; 

n. rekaman Uji Fungsi dan Kinerja; dan 

o. rekaman ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan 

Dokumentasi pelaksanaan operasi harus disusun 

berdasarkan Sistem Manajemen yang ditetapkan. 
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BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 53 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 

dan Pasal 50 ayat (2) diberlakukan paling lama 3 (tiga) tahun 

sejak sejak Peraturan Badan ini diundangkan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 55 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Ketentuan Keselamatan Operasi Reaktor Nondaya, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 56 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Oktober 2019 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

  

JAZI EKO ISTIYANTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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